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ABSTRAK

PELAKSANAAN PENDAFTARAN
PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA WARISAN
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

Ayu Saputri

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hokum pada saat pemegang
hak atau pewaris meninggal dunia, sejak saat itu para ahli waris menjadi
pemegang hak yang baru,mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris diatur oleh
hukum yang berlaku pada para ahli waris. Peralihan hak karena warisan harus
didaftarkan pada Kantor Pertanahan sesuai dengan yang diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang
bertujuan memberikan kepastian hukum, menyediakan informasi serta untuk
terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dimana PPAT adalah pejabat
yang berwenang untuk membuatkan akta sebagai dasar peralihan dan
pendaftarannya.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana
pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan di Kantor
Pertanahan Kota Palembang. 2) Apa kendala yang menghambat pelaksanaan
pendaftaran peralihan hak atas tanah kerana warisan Di Kantor Pertanahan Kota
Palembang.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk
mengetahui dengan jelas pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena
warisan di Kantor Pertanahan Kota Palembang. 2) untuk mengetahui kendala
dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan di Kantor
Pertanahan Kota Palembang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode wawancara, metode, metode kepustakaan, dan metode pengolahan data,
metode studi dokumentasi.Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data
secara kualitatif.

Hasil penelitian menunujukkan bahwa, pelaksanaan peralihan hak atas
tanah karena warisan di Kantor Pertanahan Kota Palembang dilaksanakan dengan
pemohon mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena warisan dengan
membawa syarat-syarat seperti KTP, KK, BPHTB, PBB, Penetapan Pengadilan,
Surat Wasiat, Akta Kematian Pewaris, dan sertipikat tanah yang sudah
didaftarkan. Syarat tersebut diserahkan kepada petugas loket yang bertugas,
selanjutnya pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan diproses oleh
petugas, setelah selesai diproses sertipikat diserahkan kembali kepada pemohon
kendala yang terjadi dalam peralihan hak atas tanah karena warisannya itu
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pemohon sering melakukan manipulasi terhadap akta kemtian si pewaris dan juga
masyarakat merasa enggan untuk persertipikatan tanahnya karena biaya yang
menurut mereka cukup tinggi, tetapi dengan adanya peraturan yang baru termuat
dalam Pasal 2 PP No.24 Tahun 1997, mengenai asas yang dipakai dalam
pendaftaran tanah.

Kata kunci: Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah, Warisan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk
kelangsungan hidup manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya
sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi
keberlangsungan hidup umat manusia.

Tanah mempunyai peranan yang penting karena tanah merupakan
sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Tanah menjadi sarana pokok
misalnya dalam pembangunan, gedung, jalan raya, kawasan industri, dan
prasarana kehidupan orang lain. Kepemilikan tanah dapat terjadi karena jual-beli,
warisan, hibah, dan lain-lain. Proses kepemilikan tanah ini mengakibatkan
terjadinya peralihan hak atas tanah. Pengaturan terhadap masalah ini telah
tertuang di dalam UU No.05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria yang biasa disebut UUPA.

Tanah yang sudah jelas kepemilikannya wajib didaftarkan kepada yang
berwenang, seperti Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional untuk
mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah. Pendaftaran tanah ini diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
atau disingkat menjadi PP No.24 Tahun 1997, tanah yang sudah didafarkan di
kantor pertanahan akan mendapatkan sertipikat Hak Milik Atas Tanah.

Mengenai hak milik atas tanah dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA
dinyatakan bahwa “Hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan
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terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal
6. Pasal 20 yang berhubungan dengan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut “Hak
milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas
tanah dengan mengingat bawa hak itu mempunyai fungsi sosial”.' Hak turun
terkuat dan terpenuh yang dimaksud dalam pengertian tersebut bukan berarti hak
milik merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat
diganggu gugat, sebagai mana dimaksud dalam hak eighdom, melainkan untuk
menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah, hak milik merupakan hak yang
paling kuat.” Hak milik turun-temurun maksudnya bahwa hak milik tersebut dapat
terus-menerus diturunkan kepada ahli waris pemegangnya.” Hal ini berarti hak
milik tidak ditentukan jangka waktunya seperti misalnya, Hak Guna Bangunan
dan Hak Guna Usaha. Hak milik tidak hanya akan berlangsung selama hidup
orang yang mempunyainya, melainkan kepemilikannya akan dilanjutkan oleh ahli
warisnya setelah si pemilik meninggal dunia. Tanah yang menjadi objek hak milik
(hubungan hukumnya) itupun tetap, artinya tanah yang dipunyai dengan hak milik
tidak berganti-ganti (tetap sama).

Selain itu pendaftaran tanah juga diatur dalam Pasal 19 UUPA yang
berbunyi: “Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi (a). Pengukuran,
perpetaan, dan pembukuan tanah. (b). Pendaftaran hak-hak atas tanah dan
peralihan hak-hak atas tersebut. (c). Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang

berlaku sebagai alat pembuktian paling kuat”.

! Abdul Hamid Usman, 2008, Dasar-Dasar Hukum Agraria, Tunas Gemilang Press,
Palembang, him 101

% httpy//www.jurnalhukum.com/hak-milik/ diakses pada tanggal 04 November 2017

? Op.cit, Abdul Hamid Usman, him 102



Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUPA “Hak milik dapat beralih dan
dialihkan kepada pihak lain”. Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena
perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak milik atas tanah karena
perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah dengan
sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. Sedangkan
peralihan kahk atas tanah karena peristiwa hukum terjadi apabila pemegang hak
milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya
suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, hak milik beralih kepada
ahli waris pemegang hak. Peralihan hak milik atas tanah dapat dilakukan dengan
cara :*

1. Jual Beli
2. Tukar Menukar
3. Hibah
4. Warisan.

Peralihan hak atas tanah melalui warisan dapat dilakukan menurut
Hukum Adat, Hukum Islam atau Hukum Perdata, hal ini tergantung kepada
kesepakatan para pihak ahli waris karena hukum waris yang berlaku di Indonesia
ada tiga yakni: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris
Perdata. Selain itu setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda-beda sesuai
dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan

tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli

4 Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Waris, Remaja Rosda Karya, Bandung, him 50



waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari
pewaris kepada ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan harta itu telah dibagi
atau masih dalam keadaan tidak dibagi. Termasuk di dalam harta waris adalah
harta pusaka, harta perkawinan, dan harta bawaan. Hukum waris adat sebenarnya
adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abas keabad
penerus dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi pada
generasi berikutnya.’

Proses pewarisan menurut hukum waris adat pada tiap daerah berbeda-
beda. Masyarakat Indonesia yang berbhineka tunggal ika terdiri dari beragam
suku bengsa yang memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragama antara
yang satu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari
masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem
hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat
dibedakan atas tiga corak yaitu sistem matrilineal dan sistem parental atau
bilateral.

Apapun bentuknya, pewarisan hak milik atas tanah merupakan proses
peralihan dari pewaris kepada ahli waris. Peralihan tersebut memang
dumingkinkan sebagaimana yang disebutkan dalam sebagaimana yang disebutkan
dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa: “Hak milik atas tanah
dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Dalam hal ini penerima hak yang
baru wajib mendaftarkan peralihan hak milik kepada pemegang hak atas tanah

yang baru demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah.

* Ter Haar, 1990, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti
Presponoto, Let N. Voricin Vahveve, Bandung, hlm 47



Penerbitan sertipikat hak milik atas tanah merupakan alat bukti yang
kuat, sertipikat mempunyai arti yang sangat pentingbagi perlindungan kepastian
hukum pemegang hak atas tanah, artinya pendaftaran hak atas tanah karena
pewarisan tanah wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang memperoleh
warisan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis akan melakukan kajian tentang
proses peralihan hak milik atas tanah yang diperoleh melalui warisan.

Namun tidak semua masyarakat yang ingin mendaftarkan hak tanah dan
peralihan hak tanahnya kepada pemerintah, ini dikarenakan ada beberapa kendala
yang dialami oleh masyarakat, seperti prosesnya yang berbelit dan biayanya yang
tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan
judul: “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di
Kantor Pertanahan Kota Palembang™.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok-pokok
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan di
Kantor Pertanahan Kota Palembang?
2. Apa kedala yang menghambat pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas

tanah karena warisan di Kantor Pertanahan Kota Palembang?



C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan

masalah dengan menitikberatkan perhatian pada pelaksanaan pendaftaran

peralihan hak atas tanah karena warisan, dengan mengambil lokasi penelitian di

Kantor Pertanahan Kota Palembang dan tidak menutup kemungkinan untuk juga

membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

F

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Pelasanaan pendafataran peralihan hak atas tanah karena warisan di Kantor
Pertanahan Kota Palembang.

Kendala yang mengambat pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena warisan
di Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu
pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran
khususnya bagi hukum perdata dan hukum agraria, yang di persembahankan

sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Definisi Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang bahwa:

Definisi operasional atau kerangka konseptual dalam kerangka yang
menggambar hubungan antara definis-definisi atau konsep-konsep khusus
yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.
Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini
dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat
diambil misalnya dari perundang-undangan. Definisi Operasional
mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga
data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi:
“Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang No. 13Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi operasional



atau kerangka konsepsual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan;
penggelapan, calon haji, ibadah haji®

Untuk itu pada bagian ini perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan dan melaksanakan suatu
kegiatan.”

2. Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan stu-
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.®

3. Hak atas tanah adalah ha katas bagian tertentu dari permukaan bumi, yang
terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.’

4. Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah melalui
perbuatan hukum atau tidak melalui perbuatan hukum pemindahan hak atas
tanah yang dilakukan dengan sengaja oleh pemegang haknya kepada pihak

lain."®

6 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, Buku Pedoman
Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, him 5

7 https://kbbi.kemendikbud.go.ig

8 M. Arba, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, him 148

? Effendi Perangin, 1994, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang
Praktisi Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, him 17

1% Op.cit, him 145



5. Warisan adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang sudah meninggal
kepada ahli warisnya yang masih hidup.""

6. Kantor Pertanahan adalah lembaga pemerintah nonkementrian di Indonesia
yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang Pertanahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'?

E. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian
Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini
tergolong penelitian sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan
pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan di Kantor
Pertanahan Kota Palembang, sehingga tidak menguji hipotesa.
2. Jenis Data
Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan cara:
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data
sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undang),
bahan hukum sekunder ( literature, laporan hasil penelitian, makalah,
karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan yang relevan dengan

permasalahaan penelitian ini.

" Ahmad Rofig, 2000, Hukum Islam Di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 355
"2 http://id,m,wikipedia.org diakses tanggal 04 November 2017



b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan
observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Kantor Pertanahan
Kota Palembang.

c. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data
yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara
kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan
Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4

(empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan
tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika

penulisan skripsi.

BAB 11 :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengertian hak atas tanah, jenis-jenis ha katas tanah,
pengertian peralihan hak atas tanah, sebab-sebab terjadinya peralihan hak atas
tanah, terhapusnya ha katas tanah, pengertian hukum waris, dasar hukum
pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan, jaminan kepastian

hukum.
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BAB Il :PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan pendafiaran peralihan hak atas
tanah karena warisan di kantor pertanahan Kota Palembang dan kendala yang
menghambat pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena warisan di Kantor
Pertanahan Kota Palembang.

BAB IV :PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah — masalah yang
dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh
data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran — saran

yang membangun demi kesempurnaan yang ingin dicapai.
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